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BASIS REGULASI

*Tindak lanjut atas ketentuan
Pasal 11 Peraturan Menteri

Agama Nomor 13 Tahun 2014

tentang Pendidikan Keagamaan

[slam;




Pengertian

® Izin operasional pondok pesantren merupakan bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang melalui serangkaian
proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dahulu sebagai
legalitas atas kelayakan sebuah lembaga disebut pondok pesantren.

* Jika dianalogikan dalam bidang transportasi, izin operasional
pondok pesantren merupakan surat izin mengemudi yang sah bagi
pengemudi kendaraan sehingga ia dapat dan diperkenankan secara
hukum mengoperasikan kendaraan tersebut sesuai peraturan yang
berlaku. Demikian juga dengan izin operasional pondok pesantren,
lembaga yang telah memiliki izin operasional ini berhak untuk
menjalankan fungsi-fungsi yang melekat pada pondok pesantren,
seperti fungsi pendidikan, fungsi transformasi ajaran agama, dan

fungsi sosial lainnya dan diakui oleh negara.




Masa Berlaku

® Izin operasional bersifat temporer, dibatasi

waktunya (limited of times), yakni 5 (lima) tahun.

® Pembatasan waktu izin operasional ini
dimaksudkan untuk memudahkan dalam
melakukan pemutakhiran (updating) data-data, di
samping untuk memudahkan dalam pembinaan

dan upaya peningkatan pondok pesantren.




Unsur Pondok Pesantren

® Secara fisik setidaknya ada 5 (lima) unsur yang harus

terpenuhi secara integral oleh institusi pesantren:

* Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh,
ajeungan, ustad atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah
masing-masing yang menunjukkan kompetensi keagamaan dan
kemampuan sosial yang sangat baik. Keberadaannya dalam
pondok pesantren dijadikan sebagai figur, teladan, dan/atau
sekaligus pengasuh yang membimbing santri dan stakeholder
pesantrennya. Oleh karenanya, kyai, tuan guru, gurutta/anre
gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau sebutan lainnya itu
wajib berpendidikan pondok pesantren. Sementara pengalaman
belajar pada instansi pendidikan lainnya diposisikan sebagai
kompetensi pendukung bagi kapasitas pengasuh pesantren.




Unsur Pondok Pesantren...

* Santri mukim yang tinggal di pondok pesantren, minimal
15 (lima belas) orang.

e Pondok atau asrama yang dimiliki dan berada di dalam

lingkungan pesantren.

* Masjid/mushalla atau ruangan yang digunakan sebagai
tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah, masjid/mushalla dapat

digunakan oleh masyarakat sekitar.

* Kajian kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan
pola pendidikan mu’allimin untuk mendalami

pengetahuan dan wawasan keagamaan Islam.
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Kitab kuning dan dirasah islamiyah dengan

pola pendidikan mu’allimin

® Baik kitab kuning maupun dirasah islamiyah dengan pola
pendidikan mu’allimin, keduanya memiliki 3 (tiga) kriteria
dasar, yaitu menggunakan literatur berbahasa Arab, literatur
tersebut memiliki akar historis-akademis dengan pesantren,
dan kandungannya sesuai nilai-nilai Islam-keindonesiaan,
yakni menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan,
keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya serta
mengembangkan pemikiran yang tawazun, tawasuth, santun,
inklusif, anti-radikal, menghargai perbedaan dan budaya
lokalitas.




Jiwa Pesantren

® Dalam proses penyelenggaraan pendidikannya, pesantren

mengembangkan jiwa atau karakteristiknya sebagai berikut:
® Jiwa NKRI dan Nasionalisme

® Jiwa Keilmuan

® Jiwa Keikhlasan

® Jiwa Kesederhanaan

® Jiwa Ukhuwah Islamiyyah

® Jiwa Kemandirian

® Jiwa Bebas

® Jiwa Keseimbangan




4 . . .
Proses Pemberian Izin Operasional

Pondok Pesantren

e Usulan dari Penyelenggara

® Masyarakat yang hendak mengajukan izin operasional pondok
pesantren baik melalui yayasan maupun badan hukum lainnya
mengajukan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara ini adalah sebagai
berikut:
Memiliki kelengkapan 5 (lima) unsur pokok pesantren:

* Kyai, tuan guru, gurutta/anre gurutta, inyiak, syekh, ajeungan, ustad atau
sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan,
dan/atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan lulusan atau penah
menimba ilmu pengetahuan pada pondok pesantren.

* Santri yang mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas) orang,
* Pondok atau asrama;
* Masjid, mushalla; dan

* Kajian kitab atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin.




Proses Pemberian Izin Operasional
Pondok Pesantren...

® Mengembangkan jiwa atau karakteristik pesantren sebagaimana dijelaskan dalam Bab II huruf B di
atas, terutama pada aspek jiwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan nasionalisme.

Pesantren harus menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan
yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

® Memiliki legalitas hukum yang sah baik berupa yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan akta
notaris dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang masih berlaku;

® Memiliki bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan atau lembaga yang

mengsulkan izin operasional;
® Memiliki susunan pengurus yayasan/lembaga yang cukup;
® Memiliki surat keterangan domisili dari kantor kelurahan/desa setempat;
® Mendapatkan surat rekomendasi izin operasional dari Kantor Urusan Agama setempat;

® Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, sesuai dengan keberadaan lokasi bangunan pesantren. Secara prinsip,
pengusulan izin operasional pesantren didasarkan pada keberadaan lokasi bangunan pesantren. Oleh
karenanya, tidak dibenarkan pengusulan izin operasional pesantren kepada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota yang berbeda dengan lokasi bangunan pesantren yang diusulkan. Demikian
juga, tidak dibenarkan pengusulan satu izin operasional pesantren untuk pesantren cabang yang

berada di kabupaten yang berbeda.

® Mengisi formulir yang telah disediakan.




Proses Pemberian Izin Operasional
Pondok Pesantren...

¢ Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

® Verifikasi ini dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara data yang
diajukan dengan fakta-fakta di lapangan. Verifikasi atas usulan pengajuan ini
dilakukan selambat-lambatnya dilakukan 4 x 7 hari jam kerja setelah berkas
usulan lengkap diterima. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota menghasilkan kesimpulan apakah
usulan permohonan izin operasional ini diterima atau ditolak.

e Jzin Operasional Pesantren

® Surat Keputusan atau piagam 1Z1n operasional pondok pesantren yang
diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota

® Surat izin operasional ini dibatasi waktu selama 5 (lima) tahun.

® Enam bulan sebelum masa izin operasional berakhir, pondok pesantren
bersangkutan berkewajiban untuk mengajukan perpanjangan izin operasional
kembali kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana
mengusulkan izin operasional pertama kali.




Pemutakhiran Izin Operasional Pondok
Pesantren

* Kementerian Agama Kabupaten/ Kota diwajibkan untuk
melakukan pemutakhiran izin operasional pada pondok

pesantren dengan mengikuti prosedur sebagai berikut.

® Menerbitkan surat edaran tentang pemutakhiran izin
operasional kepada seluruh pondok pesantren yang

telah memiliki izin operasional.

® Melakukan verifikasi faktual ke lokasi pondok
pesantren yang mengembalikan form dan berkas.

® Menerbitkan surat keputusan atau piagam izin
operasional pondok pesantren bagi yang memenuhi

syarat.




Pemutakhiran Izin Operasional Pondok
Pesantren...

® Pesantren yang tidak mengakui akan NKRI (Negara Kesatuan
Republik Indonesia), Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila,
dan Bhineka Tunggal Ika sebagai basis bernegara maka tidak
dapat diberikan izin operasional. Untuk pesantren yang
belum memenuhi 5 (lima) kriteria pesantren, yakni kyai,
santri mukim, pondok/asrama, masjid/mushalla, dan kajian
kitab kuning/dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan
mu’allimin maka diberikan pendampingan. Proses
pendampingan dimaksudkan untuk membantu pondok
pesantren sehingga unsur-unsur pesantren tersebut dalam

batas tertentu dapat terpenuhi.




Hak dan Kewajiban Pesantren

* Di antara hak pesantren adalah memperoleh pengakuan, layanan,
bantuan, fasilitasi, pembinaan, dan hal-hal lain yang dibenarkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping
itu, tentu pesantren yang bersangkutan diperkenankan melakukan
serangkaian program pendidikan, pembinaan, dan bentu-bentuk
penguatan sosial lainnya guna meningkatkan kualitas pendidikan
dan keagamaan masyarakat secara umum.

* Di antara kewajiban pesantren adalah memahami, mengikuti, dan
menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Di samping itu, pesantren berkewajiban untuk
turut sera secara aktif dalam pembinaan masyarakat yang damai,
toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan guna menciptakan
negara yang adil dan makmur (baldatun thayyibatun warabbun ghafur)

serta menjauhi dari gerakan radikalisasi agama dan trans-nasional.




PENUTUP

® Pedoman izin operasional pondok pesantren ini disusun
sebagai ikhtiar dalam pembenahan tata kelola kelembagaan
pondok pesantren. Pembenahan di tingkat pemerintah
menckankan pada terpenuhinya kriteria pondok pesantren
dan dilakukan secara prosedural; demikian juga pembenahan
di tingkat masyarakat menekankan pada mengembalikan
pondok pesantren ke khittahnya sebagai lembaga pendidikan,
keagamaan, dan sosial yang terus memperjuangkan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diharapkan, pasca
terbitnya pedoman ini penyelenggaraan pondok pesantren

semakin lebih baik. Semoga.




15 July 2016 -



